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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 159 TAHUN 2014  

TENTANG 
PENGESAHAN CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE 

IN TAX MATTERS (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF 
BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa di Cannes, Perancis pada tanggal 3 November 
2011, Pemerintah Republik Indonesia telah 
menandatangani Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan 
Administratif Bersama di Bidang Perpajakan); 

b. bahwa pengesahan Konvensi diperlukan sebagai dasar 
untuk penegakan hukum perpajakan, perluasan akses 
informasi di bidang perpajakan, pelaksanaan bantuan 
penagihan pajak, dan kerja sama bantuan 
administratif bersama di bidang perpajakan diantara 
Negara-negara Anggota Konvensi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
mengesahkan Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan 
Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) dengan 
Peraturan Presiden; 
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Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN 
CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE 
IN TAX MATTERS (KONVENSI TENTANG BANTUAN 
ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN). 

Pasal 1 
Mengesahkan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax 
Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang 
Perpajakan), yang telah ditandatangani pada tanggal 3 November 2011 di 
Cannes, Perancis, dan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa 
Perancis serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia beserta Pernyataan 
(Declaration) sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 

Pasal 2 

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi 
dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan 
Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku 
adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis.  

Pasal 3 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Oktober 2014 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AMIR SYAMSUDIN  
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